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ABSTRACT Water management in disaster-prone areas
such as Merapi often creates various social vulnerabilities
such as social conflicts, poverty and weakened role of
local organizations. The exclusion of the role of local
organizations in community-based water management is
often overlooked. A local community organization called
Tuk Bebeng that work on water management in the sloop
of the Merapi volacne in Yogyakarta is an example of
such an overlooked role of an important actor in disaster-
prone areas. This paper aims to examine the strength
the Tuk Bebeng Association in water management in
disaster-prone areas of Merapi. This research is based
on a descriptive qualitative method with data collection
through field observations, in-depth interviews, and
focused discussion forums. The results of the study show
that the Tuk Bebeng Association has played important
roles in eliminating various sectoral conflicts of interest.
This good practice is carried out through the strong
base of the community’s collectivity which manifest in
two forms including mechanical solidarity and moral
rationality. Through these roels the Tuk Bebeng community
serves as guardians of the balance of harmony between
nature and society. The pattern of life of the people
around Merapi, namely Se omah, Guyub, dan se-rahim
(common home, harmony, and the same homeland), as
the glue of brotherhood can act as a damper for anger
and compromise in the cross-linking of interests in water
management. The practical implications of this research
offer realistic practices to reduce the cross-interest
(conflict) that occurs by providing space for important
actors managing Tuk Bebeng to dialogue equally, and
empowering the underrepresented Paguyuban Bebeng

ABSTRAK Pengelolaan air di daerah rawan bencana
seperti Merapi, senyatanya menimbulkan pelbagai
kerentanan sosial seperti konflik dalam logika pasar
(korporasi), pertautan politis kepentingan negara, dan
pengkerdilan peran organisasi lokal. Pengesampingan
peran organisasi lokal dalam pengelolaan air berbasis
masyarakat acapkali tidak anggap menjadi subjek
yang vital. Tulisan ini bertujuan mengekspose kekuatan
masyarakat lokal melalui Paguyuban Tuk Bebeng dalam
pengelolaan air di daerah rawan bencana Merapi.
Penelitian ini berpijak pada metode kualitatif deskriptif
dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan,
wawancara mendalam, dan forum diskusi terpumpun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban “Tuk
Bebeng”sebagai organisasinon formal dalam pengelolaan
air di daerah rawan bencana Merapi menjadi contoh
praktik baik dalam mengeliminasi pelbagai benturan
kepentingan sektoral. Praktik baik ini dijalankan melalui
basis kekuatan kolektif masyarakat yang berkelindan
dalam solidaritas mekanik dan rasionalitas moral yang
termanifestasi dalam paguyuban “Tuk Bebeng” sebagai
penjaga keseimbangan harmoni alam dan masyarakat.
Corak hidup masyarakat di lingkar Merapi yaitu Se omah,
Guyub, dan se-rahim (rumah bersama, rukun, dan satu
tanah kelahiran yang sama) sebagai perekat paseduluran
dapat menjadi peredam amarah dan kompromistis silang
pertautan kepentingan dalam pengelolaan air. Implikasi
secara praktis penelitian ini menawarkan praktik yang
realistis untuk meredam silang kepentingan (konflik) yang
terjadi dengan memberikan ruang kepada aktor—aktor
penting pengelola Tuk Bebeng berdialogis secara setara,
dan memberdayakan aktor Paguyuban Bebeng yang
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actors with legal formal and cultural recognition that Tuk
Bebeng belongs to the Merapi community. Theoretical
implications show that rationality and solidarity theories
have a strong relationship in mobilising collective action
in communities in disaster-prone areas.

KEYWORDS Association;, Water Management; Rationality;
Solidarity.

PENGANTAR
Tantangan riset pengelolaan  air
seringkali terlekat manifestasi sebagai

sumber konflik dalam dinamika logika pasar
(privatisasi) melawan kepentingan publik
antara pertautan politis kepentingan negara,
organisasi lokal, dan korporasi (Chaturvedi,
2013; Karesdotter et al., 2023; Nugroho,
2017). Pengelolaan air juga menimbulkan
pelbagai kerentanan sosial (sosial ekonomi,
degradasi lingkungan, dan pencerabutan
serta pengesampingan nilai budaya lokal)
di daerah rawan bencana (Dalima et al,
2021; Dilshad et al., 2019; Kim & Gim, 2020).
Kerentanan sosial acapkali menimbulkan
gejolak perlawanan masyarakat atas kuasa
eksploitasi pasar pada sumber daya air
(Yuliana et al., 2018). Kerentanan sosial di
daerah rawan bencana dalam pengelolaan
akibat
tidak terakomodirnya keterlibatan pelbagai

air menimbulkan gesekan sosial

artikulasi pemangku kepentingan (negara,
korporasi, dan masyarakat lokal). Gesekan ini
menampakkan gejolak anomali yang justru
menjadi pemicukonflik diantara pihak—pihak
berkepentingan (Atef et al., 2019; Pluchinotta
et al., 2018; Schillinger et al., 2022; Ul-Durar
et al., 2023). Pengelolaan air di daerah rawan
bencana perlu mengedepankan pelibatan
unsur partisipasi masyarakat lokal yang luas
menjadi katalisator peredam pelbagai gejolak
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kurang terwakili dengan rekognisi secara legal formal
dan kultural bahwa Tuk Bebeng milik masyarakat Merapi.
Implikasi secara teoritis menunjukkan teori rasionalitas
dan solidaritas memiliki keterkaitan yang kuat dalam
menggerakan tindakan kolektif pada masyarakat di
kawasan rawan bencana.

KATA KUNCI Paguyuban; Pengelolaan Air; Rasionalitas;
Solidaritas.

dan justru sebagai perekat relasi sosial
(Firmansyah & Tuti, 2021; Mardotillah &
Soemarwoto, 2017; Nurcahyono et al., 2015).
Daerah Rawan Bencana seperti di sekitar
lingkar Merapi pada erupsi tahun 2010 sudah
menimbulkan dampak yang destruktif, tidak
hanya sumber penghidupan masyarakat
(mata pencaharian) yang tereliminasi bahkan
sumber penghidupan lainnya berupa air turut
hancur. Pengelolaan air menjadi persoalan
yang perlu menjadi perhatian untuk sumber
penghidupan masyarakat (Maharani, 2016).
Entitas air terlekat sebagai basis nadi sumber
penghidupan. Efek kehancuran di daerah
rawan bencana menjadi situasional yang
pelik dan kompleks problematika sosialnya.
Terlebih, ketika pemulihan pasca-bencana
dihadapkan dalam tantangan masyarakat
untuk dapat melanjutkan dan memperkokoh
daya lentingnya (L. Kurniawan et al., 2022;
Mahbubah et al., 2021; Quandt et al., 2017).
TemuanPrayogaetal.,(2023)menjabarkan
trajektori historis keberadaan Tuk Bebeng,
pada awalnya (tahun 1960-an) masyarakat
Merapi mengalami krisis air bersih. Tahun
1965 melalui Prakarsa Pemda Kabupaten
Sleman bekerjasama dengan UGM dan
jaringan pendanaan WUS (World University
Service) membangun instalasi sumber air
Tuk Bebeng, tahun 1973 pembangunan Bak

Penampung dan pipa distribusi ke tiga desa



(Kepuharjo, Umbulharjo, dan Glagaharjo).
Pada

pengelolaan air belum terbentuk. Tahun 1978

tahun  tersebut  kelembagaan
Yayasan Dian Desa membangun perluasan
perpipaan desa ke delapan desa (Kepuharjo,
Umbulharjo, Glagaharjo, Balerante,
Panggang, Siderejo, Tegalmulyo, dan Talun),
tahun ini kelembagaan Tuk Bebeng belum
terbentuk, dan masyarakat masih bebas
mengambil air tanpa ada kompensasi biaya.
Tahun 2000 baru terbentuk pengelola air
bernama Paguyuban “Tuk Bebeng” Tahun
2006 terjadi erupsi Merapi dan Gempa
yang mengakibatkan Tuk Bebeng mengalami
kerusakan sehingga Yayasan Dian Desa
merevilatisasi dan membangun bak distribusi
serta jaringan perpipaan air. Tahun 2010, Tuk
Bebeng mengalami kehancuran parah akibat
bencana erupsi yang berdampak terhentinya
distribusi air, pengelolaan air paguyuban
Tuk Bebeng tidak berdaya memperbaiki
kerusakan instalasi air. Puncaknya tahun 2011,
bersama Yayasan Dian Desa memfasilitasi
dan memperkuat eksistensi pengelolaan
air Paguyuban Bebeng yang diketuai kepala
Desa Glagaharjo. Pasca-erupsi Merapi tahun
2010, distribusi air hanya mencakup empat
desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan
Sidorejo).

Tuk Bebeng merupakan sumber mata
air yang berada di Kawasan Rawan Bencana
(KRB) Merapi (Nurhadi et al., 2018; Ratih et
al., 2018; Wibowo et al., 2016). Tuk Bebeng
yang terletak di KRB rentan destruktif jika
terjadi bencana gunung meletus, awan
panas, dan lahar dingin. Efek destruktif ini
akan mematikan sumber mata air utama
yang menghidupi ribuan mahluk hidup
di sekitaran lingkar Merapi. Kesakralan

menjaga ekosistem hayati tetap lestari

(termasuk air Tuk Bebeng) di Gunung Merapi
masyarakat kerap mempraktikkan sedekah
gunung sebagai cara mitigasi berbasis local
wisdom (H. C. Kurniawan & Setyawan, 2021).
Di sisi lain, sumber mata air ini mengairi
empat desa di lingkar Merapi yang berada di
dua provinsi berbeda, yaitu Desa Glagaharjo
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Yogyakarta, Desa Balerante,
Desa Sidorejo, Desa Panggang ketiganya
termasuk Kecamatan Kemalang Kabupaten
Klaten Provinsi Jawa Tengah. Tuk Bebeng
dalam perjalananya bertransformasi menjadi
paguyuban yang anggotanya secara sukarela
tergabung dari representasi keempat desa
tersebut.

Dalamkonteks pengelolaanair diKawasan
Rawan Bencana Merapi, pembentukan
kelembagaan lokal dalam pengelolaan air
tradisional menjadi perangkat yang penting
untuk mempertahankan nilai-nilai dasar
budaya lokal dan prinsip keadilan dalam
mengakses sumber daya air. Pengelolaan air
oleh Paguyuban “Tuk Bebeng” yang terbentuk
dari empat desa yang berbeda secara
adminitrasi antarkabupaten dan provinsi
berlangsung damai meskipun dihadapkan
konflik.

Penelitian ini secara gamblang menguraikan

kemungkinan adanya potensi
kekuatan masyarakat melalui paguyuban

sebagai organisasi non-formal menjadi
model jitu pengelolaan air yang simultan di
daerah rawan bencana. Kekuatan kolektivitas
masyarakat yang berpilin dalam solidaritas
dan rasionalitas menjadi mekanisme
value to action (Parsons & Shils, 2017)
dalam paguyuban menjaga keseimbangan
masyarakat berharmoni dengan bencana
alam. Kekuatan paguyuban Tuk Bebeng ini

dibangun dalam abstraksi pandangan yang
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dilandasi penguatan relasional dari nilai
lokalitas khas masyarakat di lereng Merapi.
Paguyuban menjadi entitas perkumpulan
sosial dalam relasional yang direkatkan
pada adanya kesamaan cara pandang,
rasa kekeluargaan kuat, dan rasa senasib
sepenanggungan (Age, 2021; Latifah, 2021;
2017).

perangkat relasional yang terintegrasi dalam

Triwibowo, Paguyuban menjadi
sikap solidaritas dalam suatu kelompok (Age,
2021; Shohibuddin et al., 2017). Paguyuban
ini identik sebagai pengikat alami dalam
relasi dan jaringan sosial seperti ikatan
persaudaraan dalam mengelola interaksi
sosial (Marlina et al, 2015). Bradshaw,
(2008) dan Schirmer & Michailakis, (2015)
menegaskan bahwa paguyuban layaknya
seperti gemeinschaft yang berarti jaringan
orang-orang dalam komunitas yang memiliki
ikatan batiniah yang kuat, dan intim serta
diikat bersama oleh solidaritas, identitas
bersama, dan serangkaian norma (kesamaan
pikiran, ikatan saudara, dan kedekatan
geografis).

Paguyuban ini kemudian digerakkan
melalui konseptual otoritas kepemimpinan
yang bertaut dengan cara pikir Weber, yakni
otoritas karismatik (Conger, 1993; Weraas,
2018). Walaupun Weber menjabarkan tiga
otoritas, yaitu tradisional, karismatik, dan
2017).

Otoritas karismatik ini dijalankan dengan

legas-rasional (Muhdyanto et al,

adanya kekuatan pelibatan emosional dalam
menampakkan kemampuan bersumber dari
keteladannya yang dapat menginspirasi dan
menjalarkan benefit pada para pengikutnya.
(2017)

kemampuan diri mengelola isu yang menjadi

Peters, lebih menegaskan pada
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kepentingan bersama yang dapat dijadikan

otoritasnya dalam memengaruhi dan
mengatur perilaku pengikutnya dengan lisan
tertentu.

Dalam kacamata Durkheim terdapat
dua konseptual, solidaritas mekanis dan
solidaritas organik. Membaca solidaritas
mekanis, yaitu bercorak interaksi dan
relasi sosial yang unsur lokalitas dari suatu
masyarakat menjadi pengikat ekpresif kohesi
sosial yang berlandaskan prinsip kedekatan
emosional yang berbasis kesadaran kolektif
yang sama dan kuat (Fernandez & Bande,
2018; Herzog, 2018; Towner & Lemarié,
2020). Solidaritas organik, yaitu terbentuk
dari adanya perbedaan dalam relasionalnya
(Herzog, 2018). Adanya struktur pembagian
pelbagai latar belakang (identitas, pembagian
kerja) yang interdependen dengan tatanan
nilai dan pengalaman yang berbeda (Arif,
2020; Santoso & Harsono, 2014; Thijssen,
2012). Solidaritas ini lebih terbentuk karena
adanya keanekaragaman antara anggota
masyarakat (Hanifah, 2019). Sementara itu,
dalam penelitian ini menggunakan konsep
solidaritas mekanis yang menjadi instrumen
pengikat kohesi sosial dalam melacak
paguyuban.

Selain itu, penelitian ini menggunakan
yang
oleh Margareth Archer

konsep  rasionalitas  kerjasama
dikembangkan
(Adian, 2013),

rasionalitas

homo economicus atau

ekonomi dalam sikapnya

selalu  memiliki pertimbangan untung

rugi untuk mewujudkan
2016).

homo sentiens atau rasionalitas moral yang

tujuan yang

diinginkan  (Segre, Selanjutnya,

secara simultan terlibat secara sosial atau



moralitas menjadi landasan bersikap dalam
pengutamaan kepentingan sosial. Artinya
karakter yang mampu mengonstruksi
komitmen moral dalam mempertahankan
pilihan atau rasionalitas untuk kepentingan
keterlibatannya secara sosial dan bukan
kepentingan secara pribadi (Adian, 2013;
Archer & Tritter, 2000). Selisik konseptual
tersebut menjadi pembungkus perspektif
dalam artikel ini. Paguyuban didekati dengan
konseptual solidaritas dan rasionalitas dalam
meneropong telaah kerjasama pengelolaan
air di daerah rawan bencana. Selain itu,
kerjasama pengelolaan air berlandaskan
solidaritas dan rasionalitas ini diperkuat
otoritas kharismatik yang menjadi penggerak
dalam paguyuban.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif, dimana peneliti mengekspose
realitas sosial secara mendalam, luas,
dan menyeluruh untuk memeroleh serta
kebenaran sosial

menemukan proses

tentang pengelolaan air berbasis kekuatan
yang
paguyuban “Tuk Bebeng” di daerah rawan

masyarakat termanifestasi dalam

bencana  Gunung Merapi. Informan

ditentukan secara purposive sampling
berdasarkan keterlibatan langsung dalam
Tuk Bebeng, dan pengguna air Tuk Bebeng.
Informan dalam penelitian ini terdiri dari
tigabelas orang, yaitu pengurus Paguyuban
“Tuk

pengguna air dari empat desa (Glagaharjo,

Bebeng”, perwakilan masyarakat
Balerante, Panggang, dan Sidorejo), Yayasan
Dian Desa (Perintis Pembangunan Tuk
Bebeng), Balai Taman Nasional Gunung
Merapi, perangkat desa dari keempat desa

tersebut, dan tokoh masyarakat desa.

Sumber data artikel ini diekstraksi dari data
primer dan sekunder. Data yang terkolektif
didapatkan melalui observasi lapangan,
wawancara mendalam, dan Forum Diskusi
Terpumpun. Analisis datanya melalui proses
reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, yang dilakukan sebelum, selama,
dan sesudah proses penelitian (Denzin &
Lincoln, 2009; Miles et al., 2019). Keabsahan
datanya menggunakan triangulasi dengan

sumber (Denzin, 2012; Rahardjo, 2010).

PEMBAHASAN

Paguyuban “Tuk Bebeng”: Organisasi Non
Formal aras Lokalitas

Tuk Bebeng sebagai sumber mata air
yang alirannya menghidupi sekitar belasan
ribu keluarga di kaki Gunung Merapi. Sumber
mata air ini menjadi nadi penghidupan dan
penompang sistem kehidupan ekosistem
sosial (konsumsi masyarakat, lingkungan,
peternakan, dan  pertanian).  Aliran
Tuk Bebeng ini tidak dikotomi wilayah
administrasi (mengaliri desa sekitaran
Merapi di dua Provinsi, yaitu Jateng dan DIY).
Aliran Tuk Bebeng ini melewati empat desa,
yaitu Balerante, Glagaharjo, Sidorejo, dan
Panggang. Distribusi air empat desa yang
bersumber dari Tuk Bebeng dapat dilihat pada
gambar (1) dan tabel (1). Perlu diketahui bahwa
Glagaharjo memiliki porsi terbesar dalam
pembagian air, hal ini tidak terlepas karena
Tuk Bebeng berada pada kawasan secara
administrasi wilayah di Desa Glagaharjo.
Porsi pembagian air dari Tuk Bebeng ini
dari setiap desa (Balerante, Panggang dan
Sidorejo) telah bersepakat secara aklamasi

menerima pembagian air sebesar 20%.
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Gambar 1 Pengairan dan Distribusi air Bersumber Tuk Bebeng di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Sumber: JR, (2020)

Empat desa ini merupakan desa yang
memang berada di kaki gunung Merapi. Air
memang pada dasarnya mengalir dari atas
gunung Merapi tidak mengenal adanya sekat

administrasi wilayah, identitas, status sosial,

dan etnis. Siapapun yang hidup di atas tanah
Merapi, berarti berhak memanfaatkannya
untuk penghidupan. Aliran air ini tidak boleh
dibatasi karena terdapat harapan penompang

kehidupan dari seluruh ekosistem di Merapi.

Tabel 1 Distribusi Sumber Air yang dikelola Paguyuban “Tuk” Bebeng

Persentase Pembagian Distribusi

Pengguna Air

Dimensi luran, Gotong-Royong,

Kubik Air

Air (Konsensus)

(rumah tangga)

Pemeliharaan, dan perawatan

Glagaharjo | 40% 4000m? 521 Kepala Keluarga Sukarela
Balerante | 20% 2000m? 692 Kepala keluarga Sukarela
Panggang | 20% 2000m?3 600 Kepala Keluarga Sukarela
Sidorejo 20% 2000m? 1058 Kepala Keluarga | Sukarela

Sumber: Prayoga, Wahyono, Hadiyan, Fatimah, Purbandini, Listyawati, et al., (2023)

Hal ini yang menjadi perekat sosial
paseduluran masyarakat keempat desa
tersebut dalam manifestasi relasi sosial yang
tercermin dalam Paguyuban “Tuk Bebeng’.
Paseduluran ini identik sebagai mekanisme
pengikat alami dalam relasi dan jaringan
sosial seperti ikatan persaudaraan. Sedulur
sebagai wujud kearifan lokal Jawa dalam
mengelola interaksi sosial (Marlina et al.,
2015). Biasanya nilai pengikat ini lebih kepada

komitmen bersama, kesamaan cara pandang,
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ikatan emosional saling memiliki, rasa ikatan
persaudaraan non-biologis, dan kepercayaan
sebagai perekat sosial dalam paseduluran
(Widodo, 2014).

Paguyuban “Tuk Bebeng” Baru menjadi
unit organisasi yang tumbuh atas inisiatif
lokal
mengelola

masyarakat empat desa dalam

kerjasama pemanfaatan air.
Menariknya paguyuban ini bukan merupakan
perangkat organik dari Pemerintah Desa,

tetapi keanggotannya justru berkelindan erat



statusnya sebagai perangkat desa (kades dan
sekretariat desa). Pengikat dan perekat pada
organisasi ini lebih kepada pengetahuan
lokal masyarakat yang beranggapan bahwa
Merapi sebagai Rumah Bersama—Se Omah.
Siapapun yang berlindung di balik Gunung
Merapi dan langit yang sama, hasil alam, dan
kemanfaatan dari Merapi bisa didayagunakan
untuk kemanfaatan kolektif termasuk salah
satunya sumber mata air dari Tuk Bebeng.
Kompilasi sumber—sumber penghidupan
seperti air, bagi masyarakat lereng Merapi
khususnya keempat desa tersebut perlu
disatukan dalam wadah kesatuan komunikasi.
Wadah tersebut kemudian menjadi Guyub
Bebeng. Guyub artinya rukun, dan Bebeng
artinya sumber air. Sumber air seperti
sifatnya dapat sebagai penyejuk relasi
dan pengikat sosial yang rukun. Hal inilah
kemudian terwujud dalam Paguyuban Tuk
Bebeng. Guyub Bebeng sendiri terbentuk
atas keresahan masyarakat di sekitar Merapi
yang sangat sulit mengakses air terlebih
ancaman erupsi Merapi tahun 2010 lalu.
Eksistensi paguyuban ini hanya untuk
memastikan bahwa air hanya diperuntukkan
demi kepentingan kolektif di Merapi.
Tidak diperkenankan eksploitasi berlebih
dari sumber air Tuk Bebeng ini, terlebih
komodifikasi air untuk kepentingan privat.
Status keanggotannya dalam paguyuban
ini tidak mengikat, tetapi rasa tanggung
jawab dan rasa memiliki terhadap Tuk Bebeng
menjadi pengikat alami dari setiap anggota
dalam penyuguban ini. Paguyuban ini tidak
memiliki sistem dan mekanisme operasional
organisasi normatif pada umumnya, seperti
AD/ART, struktur organisasi, pembagian
tugas dan fungsi, serta hierarki manajerial

organisasi. Paguyuban ini murni sebagai

solidaritas mekanis (Schiermer, 2014;
Thijssen, 2012; Towner & Lemarié, 2020)
yang memang menjadi ciri khas dan identik
dengan interaksi inklusi dan kolektivitas
persaudaraan. Semua komponen dari
perangkat paguyuban bergerak dan bekerja
atas inisiatif tanpa ada disposisi legal formal.
Ketika Tuk Bebeng mengalami kendala atau
kerusakan, seluruh komponen paguyuban
akan berkontribusi
Tuk

Bebeng. Kontribusi secara swadaya itu dapat

secara spontanitas

dalam gotong-royong perbaikan

berwujud tenaga, pikiran, alat konstruksi,
hingga dana.

Otoritas Karismatik ala Weber: Membaca
Kepemimpinan dalam Paguyuban “Tuk
Bebeng”

Motor penggerak komponen perangkat
paguyuban ini adalah sosok Kepala Desa
Glagaharjo, Suroto yang mempraktikkan
legitimasinya melalui otoritas karismatik.
Meminjam tipologi otoritas Weber (Conger,
1993; 2018)

karismatik yang menekankan keberhasilan

Weeraas, tentang otoritas

menjalan  otoritas  karismatik dengan
pelibatan emosional dan kesejarahan dari
masyarakat dalam  mendemonstrasikan
kemampuan personalnya (kekuatan dari
keteladannya) yang dapat menginspirasi
orang lain (pengikutnya) sebagai local hero
serta berkemampuan mendistribusikan
benefit pada para pengikutnya. Otoritas
karismatik ini dalam operasionalnya berarti
kemampuan personal menangkap isu—isu
komunal yang ditelaah dari kemampuan
analisis situasi sosial yang kemudian
dijadikan otoritasnya dapat berpengaruh
mengatur perilaku pengikutnya dengan

ucapan tertentu (Peters, 2017).
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otoritas

figur

pemimpin yang didengar oleh masyarakat

Suroto  dengan  praktik

karismatiknya  sangat  menjadi
dan para kepala desa (Glagaharjo, Balerante,
Panggang, dan Sidorejo). Sosok Suroto juga
dianggap sebagai sosok sangat berpengaruh
dalam Paguyuban “Tuk Bebeng” Suroto
dengan kemampuan personal dan ucapannya
dapat memobilisasi massa hanya dengan
diksi otoritas seperti ayo bergerak perbaiki
Tuk Bebeng. Istilahnya hanya dengan kiriman
petikan pesan di Grup Whatsapp dan pesan
suara maka massa dari Balerante hingga
Sidorejo dapat langsung bergerak koordinatif
untuk memperbaiki Tuk Bebeng jika terjadi
kerusakan. Kemampuan mobilisasi massa
inilah yang berkelindan erat dari figur Suroto
yang memang dinilai oleh pengikutnya
sebagai sosok yang karismatik. Pemimpin
dan aktor seperti Suroto dalam relasi kuasa
lokal menjadi simbol pengikat paseduluran
dalam warga masyarakat Paguyuban “Tuk
Bebeng”. Menariknya, tampuk kepemimpinan
Paguyuban ini hanya dapat dipegang oleh
figur yang ditokohkan masyarakat berasal
dari desa Glagaharjo. Hal ini sudah menjadi
tidak
pengelola Paguyuban dari Desa Balerante,
Panggang, dan Sidorejo.

kesepakatan tertulis dari aktor

Tuk Bebengberasal dari Rahim “Mbah Merapi”™.
sumber penghidupan perekat paseduluran

Tuk juga
berlandaskan akar paseduluran dari satu akar

Distribusi  air Bebeng
atau rahim “mbah” Merapi yang sama. Artinya
mereka yang disekitaran Merapi ini lahir dan
hidup memang dari tanah yang sama yakni
Gunung Merapi. Air dan seluruh penompang
ekosistem di Merapi memang menjadi klaim
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asal usul dari masyarakat di sekitaran Merapi.
Terlebih ada klaim persoalan atas nama
pelestarian cagar geopark dari negara yang
membuat Tuk Bebeng masuk dalam wilayah
konservasi Taman Nasional Gunung Merapi
(TNGM). Klaim yang dianggap sepihak ini
memunculkan resistensi masyarakat di
sekitaran Gunung Merapi, karena tidak
mempertimbangkan hak ulayat dan historis
Tuk Bebeng yang sejatinya memiliki akar
kuat lahir batin dari masyarakat di sekitaran
Merapi. Klaim ini juga menimbulkan gejolak
konflik laten antara masyarakat dan TNGM.
Sementara itu, masyarakat sekitaran Merapi
meyakini bahwa jika terjadi eskalasi konflik
terbuka dengan TNGM maka akan terjadi
kesialan berupa Kualat jika mengengkangi
sejarah masa lalu Tuk Bebeng. Setidaknya,
TNGM perlu melakukan pertimbangan
historis Tuk Bebeng sebagai pemilik “sah”
dari masyarakat empat desa yang dialiri Tuk
Bebeng tersebut.

Disisilain, dalam perspektifreligi, sumber
air diciptakan untuk manusia, dan air menjadi
sumber kehidupan (Munawaroh, 2020). Air
dalam penegasannya secara kultural adalah
menjadi sumber penghidupan dan pengikat
relasi kebersamaan masyarakat (Mardotillah
& Soemarwoto, 2017). Bahkan, ditempat lain,
tidak sedikit juga air menjadi sumber konflik
antaramasyarakat,negara,dankorporasi(Atef
et al., 2019; Chaturvedi, 2013; Darbandsari
et al., 2020; Spash, 2022). Hal yang berbeda
justru terjadi di Tuk Bebeng Merapi, air
menjadi praktik sumber penghidupan dan
perekat paseduluran. Praktik baik ini muncul
dari ikatan relasional yang diwujudkan dalam
Paguyuban Tuk Bebeng. Paguyuban yang
secara khusus legitimasinya mengelola air



Tuk Bebeng lereng Merapi. Tuk Bebeng ini
bukan menjadi kontestasi praktik kuasa elit
local, tetapi menjadi ajang menunjukkan
kerelaan mengabdi untuk sesama. Mereka
yang terlibat dalam paguyuban ini tidak
mendapatkan insentif apapun dan hanya
mengedepankan prinsip keikhlasan untuk
menolong sesama. Prinsip paguyuban ini
sama seperti air, yaitu murni mengaliri
kemana saja, memberi tanpa melihat apapun,
dan siapapun dapat memeroleh manfaatnya.
Landasan inilah yang menjadi core value
kerjasama pengelolaan dalam Paguyuban
“Tuk Bebeng”.

Praktik Kerja Paguyuban “Tuk Bebeng”
dalam pengelolaan air: Mediator Peredam
Bara

Prinsip kerja rasa Paseduluran menghiasi
praktik organisasi lokal informal Paguyuban
“Tuk Bebeng” ini. Komunikasi egaliter,
distribusi benefit berkeadilan, dan ruang
diskursif tanpa represif menjadi kunci
Paguyuban “Tuk Bebeng” ini eksis hingga
sekarang. Sa’roso - Sa’ rupo menjadi landasan
paguyuban ini dalam mengelola air. Perasaan
serasa senasib sepenanggungan termuat
dalam pengelolaan air oleh paguyuban air
menjadi penyejuk yang tidak menimbulkan
segregasi sosial dalam pemanfaatan air Tuk
Bebeng Merapi. Ketakutan kolektif yang
menghantui para pengurus Paguyuban itu
adalah jikalau air Tuk Bebeng diambil alih
korporasi melalui jalur regulasi negara.
Pemerintahan lokal desa dan masyarakat
yang terlibat kelindan dalam paguyuban
ini merasa akan tidak berdaya dan rentan
mengekstrasi praktik kuasa dominasi dari

korporasi dan negara. Ketika itu terjadi

dan sudah dijustifikasi melalui aturan legal
formal, maka kami akan tergilas lemah dan
kalah dalam klaim pengelolaan air. Sa’ roso
- Sa’ rupo terus internalisir dan diwariskan
ke kepengurusan Paguyuban selanjutnya,
untuk menjadi tameng alami dalam
mempertahankan hak atas daulat air di Tuk
Bebeng.

Di sisi lainnya, praktik pengelolaan air
banyak menimbulkan disrupsi dan konflik
manifes yang berkepanjangan (Abbott et
al., 2017; Al-Muqdadi, 2019; Gleick, 1993;
Grover, 2007; Zou et al., 2018). Bahkan ketika
air dikomodifikasi dan menjalar masuk
ranah privat korporasi yang berorientasi
benefit,

gejolak pertentangan atas daulat air milik

justru  akan  menimbulkan
masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan
temuan Yuliana et al., (2018) yang memotret
gejolak perlawanan masyarakat Padarincang
atas praktik korporasi Aqua Danone yang
dianggap masyarakat sebagai penjajahan
(kompeni) model baru dalam eksploitasi
sumber air. Kekuatan modal uang dan
kekuasaan menjadikan korporasi tersebut
leluasan melakukan ekspansi dan eksploitasi
sumber air tanpa mempertimbangkan
daulat hak asasi masyarakat atas air. Hal ini
menunjukkan bahwa absen dan nihilnya
eksistensi pengelolaan air berbasis lokal di
masyarakat, sehingga gejolak demikian tidak
menjadi mediasi yang dapat melindungi
daulat atas air oleh masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan air oleh
Paguyuban “Tuk Bebeng”, diharapkan dapat
menjadi senjata berkekuatan kolektif dari
masyarakat keempat desa, jikalau harus
“‘kekuatan besar”

melawan yang akan

mengambil alih dan merampas sumber air

Reza Amarta Prayoga, Eko Wahyono, Siti Fatimah, Lis Purbandini, dan Djoko Puguh Wibowo — Paguyuban “Tuk Bebeng” dan ... @



di Tuk Bebeng dari masyarakat. Paguyuban
ini senyatanya dapat menjadi pilihan
rasional ketika terjadi gejolak perampasan
atas daulat air oleh pihak—pihak yang ingin
mengeksploitasi air. Pada prinsipnya, air
milik masyarakat seharusnya dikembalikan
untuk kepentingan kolektif masyarakat.

Pengelolaan air berbasis sistem instalasi
water meter pada awalnya memunculkan
friksi di tengah masyarakat di Lereng Merapi.
Senyatanya, Instalasi tersebut sebenarnya
hanya untuk menjaga “roso keadilan” dalam
penggunaan air di masyarakat. Selain itu,
water meter ini juga sebagai pencegah
praktik penyelewengan beberapa oknum
dalam penggunaan air berlebih. Tujuannya
hanya satu yakni keadilan dan pemerataan
air bagi masyarakat. Kutipan iuran memang
diberlakukan dalam konteks pemeliharaan
pipa dan Tuk Bebeng. Iuran ini sebenarnya
berbiaya lebih murah dan terjangkau jika
dibandingkan dengan penggunaan melalui
jalur PDAM dan sejenisnya. luran ini juga
berprinsip sesuai dengan penggunaan air
oleh rumah tangga.

Realitasnya masih ada oknum masyarakat
berpandangan sinis terhadap pemberlakuan
water meter karena dianggap sebagai’aji
mumpung” memeroleh keuntungan dari
Paguyuban “Tuk Bebeng” ini. Jika pengelolaan
air ini tidak diberikan pada pengelola
air berbasis lokal maka akan membuka
peluang korporasi mengambil alih yang
justru “berefek domino” menyengsarakan
masyarakat lokal sebagai pemilik air. Skema
pengelolaan bersama sumber daya air dengan
pelibatan unsur lokal (birokrasi lokal) atau
organisasi sejenis paguyuban, dapat menjadi

pengendali kerjasama pengelolaan sumber
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daya air antara negara, dan korporasi. Skema
pelibatan unsur lokal dalam pengendali
kerjasama pengelolaan yang demikian dapat
menjamin kepastian proteksi kepentingan
publik atas air (Nugroho, 2017).

Mekanisme  Pengelolaan  Air

yang
Partisipatif dalam Paguyuban “Tuk Bebeng”
Pengelolaan air berbasis masyarakat
menjadijalan kuratif dalam meredam pelbagai
gejolak friksi antara masyarakat, negara, dan
korporasi. Paguyuban “Tuk Bebeng” sebagai
organisasi lokal non formal dapat menjadi
refleksi bagaimana air dapat dikelola tanpa
menimbulkan segregasi sosial. Kehidupan
masyarakat di sekitar lereng Merapi yang
mempraktikkan kehidupan guyub “se-omah”
memiliki nilai mendasar berdampingan
serasi antara alam dan manusia. Gunung
Merapi dan tanah suburnya serta air yang
menyeruak dari celahan Merapi memberikan
penghidupan untuk mereka yang merasa
dari rahim “mbah merapi” Air Tuk Bebeng
tidak dilihat hanya sekedar entitas pelepas
dahaga, tetapi menjadi unit hidup yang dapat
menghidupi ekosistem sekelilingnya. Sifat
air yang cair dan mengairi alirannya menjadi
landasan relasi kultural masyarakat Merapi
bahwa hidup itu harus cair dan tidak boleh
keras. Artinya hati dan pikiran haruslah cair
dapat merasuk kemana saja dan siapa saja,
sedangkan keras, tidak boleh berkeras hati,
dan pikiran ke sesama mahluk hidup.
Disesuaikan dengan sifat air itulah,
Paguyuban “Tuk Bebeng” mempraktikan kerja
air yang luwes, cair, dan menjadi sumber
hidup bagi siapa saja. Mekanisme yang
berprinsip pada cara kerja “air” diadopsi oleh

paguyuban ini. Di mana eksistensi paguyuban



dapat menjadi penguat sistem kehidupan
masyarakat di empat desa, yaitu Balerante,
Glagaharjo, Sidorejo, dan Panggang. Adopsi
cara kerja Paguyuban “Tuk Bebeng” ini
berdasar temuan lapang (empiris) meliputi
tiga postulat kunci.

Pertama, adanya kontrol dari paguyuban
terhadap pengelolaan air. Kontrol ini meliputi
perencanaan partisipatif dan deliberatif yang
merujuk pada temuan Fitriyah et al., (2024),
Allain et al., (2020) dan Pirsoul & Armoudian,
(2019), diskursif dari temuan sebelumnya
dan temuan lapang bahwa keempat desa
yang dialiri Tuk Bebeng menerapkan kontrol
paguyuban dalam pengelolaan air melalui
perencanaan partisipatif yang deliberatif,
dimana ada asistensi kolektif terkait rumusan
kegiatan futuristik pemeliharaan Tuk Bebenyg,
dan manajerial bersama perangkat desa.

Kedua,
seluruh keputusan dan tindakan dari gerak

muatan  aksi  kolaborasi,
Paguyuban “Tuk Bebeng” berorientasi adanya
pemahaman bersama dalam pengelolaan air.

Ketiga, transformasi rencana ke aksi
dan pemulihan. Hal ini berkaitan dengan
implementasi perencanaan pengelolaan Tuk
Bebeng menjadi aksi—aksi kolaborasi yang
unsur pelibatan masyarakat luas sebagai
subyek utamanya.

Ketiga regulasi berupa nilai—norma yang
disepakati bersama ini dalam pengelolaan air
Paguyuban “Tuk Bebeng” sebenarnya tidak
tertulis, hanya menjadi kesadaran bersama
(collective consciousness) sebagai pengatur
perilaku masyarakat dan pengurus Guyub
Bebeng dalam pentingnya keberlanjutan

memelihara Tuk Bebeng.

Kelindan Solidaritas Sosial dan Rasionalitas
Moral

Persoalan pengelolaan air Tuk Bebeng
TNGM

laten dan

di wilayah hukum Konservasi
konflik
terbuka. Segregasi sosial antara pengelola
Tuk Bebeng dan TNGM dapat menjadi konflik

yang efek dominonya akan sama-sama

menyisakan potensi

merugikan kedua belah pihak. Tidak ada
yang diuntungkan dari potensi gesekan ini.
Paguyuban “Tuk Bebeng” sebagai pengelola
sah air Tuk Bebeng selama ini bertindak
dengan pemicu interaksi paseduluran,
kini dikotomi oleh regulasi TNGM vyang
secara otoritas melihat pemanfaatan air
ini bertentangan dengan prinsip regulasi
TNGM. Masyarakat keempat

desa yang tergabung dalam paguyuban Tuk

konservasi

Bebeng lalu bereaksi atas aksi klaim sepihak
dari TNGM tanpa meng-indahkan klausul asal
usul dalam UU Desa (klaim pihak desa) atas
air yang senyatanya mengairi penghidupan
puluhan ribu masyarakat di sekiter lereng
Merapi. Pertautan ini kemudian dalam bahasa
konflik seperti benturan kepentingan antara
pihak TNGM dan masyarakat Paguyuban
Tuk Bebeng. TNGM melihat Tuk bebeng di
wilayah konservasi pemanfaatannya tidak
boleh melebihi batas minimal pemanfaatan
air sesuai tertuang dalam regulasi konservasi.
Sementara itu, pemanfaatan sumber air
ini bagi pengelola Tuk Bebeng adalah demi
kemaslahatan penghidupan ekosistem sosial
di lereng Merapi. Pengkotoman ini jika terus
ada pembiaran maka terindikasi berpotensi
konflik secara terbuka.

Tentunya prinsip dari kedua pihak yang
bertentangan ingin adanya konsolidasi dalam
kebuntuan.

mencari Kebuntuan dengan
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solusi paripurna diharapkan dari kedua pihak,
sama—sama tidak bertentangan dengan
regulasi konservasi dan asas kemaslahatan
masyarakat Merapi dalam penggunaan air tuk
bebeng. Dalam pendalaman data di lapangan,
ada solusi yang dianggap paripurna untuk
sengketa ini, solusi ini memang diakui masih
rentandan terlaludini untuk dianggap sebagai
cara solutif. Setidaknya ini menjadi upaya
yang konsolidatif dalam meracik harmoni
dalam silang kepentingan pengelolaan air
baik dari pihak TNGM selaku representasi
negara dan Paguyuban “Tuk Bebeng” selaku
pengelolan mata air bebengsebagai berikut.

Pertama, upaya ini tidak jauh dari corak
hidup masyarakat Jawa yang berfilosofis se-
omah, guyub, dan se-rahim Merapi. Dalam
gerak pikir Durkheim membaca solidaritas
mekanis bercorak interaksi dan relasi sosial
yang unsur lokalitas dari suatu masyarakat
menjadi pengikat ekpresif kohesi sosial yang
berlandaskan prinsip kedekatan emosional
yang berbasis kesadaran kolektif yang sama
dan kuat (Fernandez & Bande, 2018; Herzog,
2018; Towner & Lemarié, 2020). Corak
hidup ini disinyalir sebagai landasan nilai
inti dalam solidaritas mekanis, solidaritas
yang mengedepankan prinsip paseduluran
yang diikat dan dilekatkan karena kesadaran
kolektif. Kesadaran kolektif ini tumbuh
berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa
yang masih terpatri di interaksi masyarakat
lereng Merapi, yaitu se-omah, guyub, dan se-
rahim.

Kedua, wupaya
penguatan rasionalitas peredam benturan

rekonsiliasi  melalui
kepentingan berprinsip moralitas. Berpijak
dalam kerangka pikir sosiolog Margareth
Archer (lihat Adian, 2013), manusia dalam

kesehariannya bukan homo
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economicus

atau rasionalitas ekonomi selalu

yang
memiliki pertimbangan untung rugi untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan (Segre,
2016). Individu manusia adalah homo sentiens
yang secara simultan terlibat secara sosial
(Archer & Tritter, 2000). Artinya karakter
yang mampu mengkonstruksi komitmen
moral dalam mempertahankan pilihan

atau rasionalitas untuk kepentingan
keterlibatannya secara sosial dan bukan
kepentingan secara pribadi (Adian, 2013).
Moralitas menjadi landasan bersikap untuk
rasional terhadap pengutamaan kepentingan
sosial yang terlebih untuk kemaslahatan.
Dalam konteks air, antara pengelola “Tuk
Bebeng” dan TNGM masih terdapat “ruang”
rasionalitas moral dalam melihat air Tuk
Bebeng sebagai inti penghidupan ekosistem
sosial lereng Merapi. Jika ini dipilinkan dalam
pertentangan kepentingan maka rekonsiliasi
antara Pengelola air Tuk Bebeng dan TNGM
akan terkonsensus atas nama moralitas “air
untuk kemaslahatan ekosistem sosial” lereng
Merapi. Memenuhi kepentingan kolektif
bukanlah tujuan dari homo economicus
melainkan homo sentiens yang senantiasa
berakar pada konteks sosial. Pelibatan
aktor yang teridentifikasi berkepentingan
dalam meredam benturam kepentingan Tuk
Bebeng di Merapi, yaitu TNGM, Paguyuban
“Tuk Bebeng’, Yayasan Dian, dan Masyarakat
keempat desa di lereng Merapi. Eksistensi
aktor yang teridentifikasi ini menjadi penting
karena untuk mengetahui perkara yang
berbenturan dalam memeroleh konteks
sosial utuh Tuk Bebeng baik dari segi historis,
kondisi riil, dan pemanfaatan Tuk Bebeng.
Berikut skema operasional rasionalitas moral
dalam meredam benturan kepentingan (lihat

Gambar 2).



Skema Kerja Rasionalitas Moral Peredam Benturan Kepentingan

Pertemuan Kepentingan dalam konteks sosial antara

Aktor Kepentingan:
TNGM
Paguyuban Bebeng
Yayasan Dian
Masyarakat Keempat
Desa di Lereng Merapi

Sumber msentif negara
Regulasi Konservasi dan
Pengelolaan Air

TNGM dan Paguyuban Tuk Bebeng di Merapi

Air untuk kemaslahatan ekosistem sosial

Gambar 2 Skema Kerja Rasionalitas Moral Peredam Benturan Kepentingan

Sumber: Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023

Gambar 3 Skema Kompromi sebagai Jalan Tengah
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Sumber: Adopsi dan modifikasi pemikiran Liliweri, (2005) dengan Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023

Air Peredam “Bara” Suatu Tawaran
Kompromi sebagai Jalan Tengah Pertautan
Konservasi dan Pengelolaan Air

Salah satu tawaran model penyelesaian
konflik adalah kompromi. Hal ini didasarkan
bahwa seluruh pertautan kepentingan
yang mendasari pertentangan ini adalah

ketidaksamaan persepsi antara kepentingan

para aktor. Kompromi di sini memang masih
akan menyisakan ketidak-enakan menerima
keputusan dari pihak yang bertentangan,
tetapi setidaknya dari perspektif Liliweri,
(2005) turut mempertegas bahwa kompromi
dengan kalimat kunci yaitu both win some,
lose some. Bertitik tolak dari pandangan yang

sama setiap pihak yang terlibat pertentangan
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konflik dalam memberikan porsi kepentingan
sama dan equal dalam setiap kompromi
dengan  perbedaan. Tawaran  model
kompromi ini dirasa sebagai jalan tengah
dalam meminimalisir konflik terbuka antara
masyarakat desa di Merapi dengan TNGM
(lihat Gambar 3) strategi mengurangi harapan,
tawar-menawar, memberi dan menerima,
dan memecahkan.

Ada dua hal yang menjadi penekanan
pada skema di atas, fase pertama adanya
rasa asertif dan saling kooperatif antarpihak
berkonflik. Jika kedua hal ini

niatan dari sebuah awal kompromi maka

menjadi

akan ada kelancaran dalam membuka diri

untuk meluruskan ketegangan selama
ini antara TNGM dan Paguyuban “Tuk
Bebeng”. Dalam mencapai adanya konsensus
melalui kompromi, setidaknya diawali fase
penolakan (fase pertama). Pada fase ini pihak
yang bertentangan akan berkutat dengan
argumentasi masing—masing dalam konflik.
Ada pengutamaan kepentingan dari dari
masing—masing pihak yang terjebak dalam
(hal

mengurai Tuk Bebeng dalam kerangka hak

ketidaksepahaman bisa jadi dalam
atas asal-usul ataupun Tuk Bebeng yang
masuk dalam wilayah konservasi TNGM).
Fase kedua, pihak yang berkonflik perlu
mencapai titik kompromi dengan asas equal,
bothwinsome, andlose some. Dalam kompromi
ini tidak ada pihak yang merasa paling benar
atau menang, kedua pihak akan merasa
terbuka dirinya untuk saling menerima dan
kooperatif dengan pihak-pihak lain. Eskalasi
ini perlu ditinggikan pada kepentingan yang
lebih besar dari kedua pihak yang bertikai,
yaitu “air untuk kemaslahatan ekosistem
Ketika

yang melatari konteks sosial dari konflik
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sosial” ada kepentingan besar

ini maka akan ada pertemuan kompromi
untuk mengurangi ego kepentingan dari
masing—masing pihak. Tidak ada pihak yang
dimenangkan dan dirugikan dari kompromi
ini, tetapi

dapat setidaknya kompromi

ini menjadi pengakomodir pertautan
kepentingan dari para pihak yang berkonflik.
Fase dua ini menjadi langkah penentu untuk
ke fase tiga, yakni kolaborasi. Berkolaborasi
dalam pengelolaan air dengan berprinsip
konservasi dan otonom khusus ke pengelola
“Tuk Bebeng” menjadi jalan tengah yang
tepat, disamping dengan pendampingan
TNGM dengan asertif, berimbang, dan equal.
Tawaran jalan tengah melalui kompromi ini
bukanlah satu-satunya solutif dari persoalan
pengelolaan air Tuk Bebeng di Merapi,
tetapi kompromi ini lebih elastis dan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan, dinamika
sosial, dan eskalasi konflik yang terjadi antara
TNGM dan Paguyuban “Tuk Bebeng”. Tawaran
ini menjadi hasil refleksi peneliti dalam
telaah hasil temuan lapang, dan sifatnya
hanya rekomendasi yang tidak mengikat.
Berpijak pada corak hidup masyarakat Jawa
di lereng Merapi, Sa’ roso, Sa’ rupo-sa’ omah
dapat menjadi jalan tengah yang kompromis
kedepannya antara TNGM dan Paguyuban
“Tuk Bebeng”. Dalam langit dan Rahim mbah
Merapi yang sama, dapat dikulik akar historis
air dari sumber Tuk Bebeng sebagai perekat

paseduluran.

SIMPULAN

Dalam temuan artikel ini, pengelolaan air
berbasis paguyubanlokal seperti “Tuk Bebeng”
menjadi basis yang digerakkan oleh kekuatan
“Tuk

sebagai Organisasi nonformal aras lokalitas,

masyarakat. Paguyuban Bebeng”

yang muncul dari adanya kesepemahaman



pengetahuan lokal masyarakat bahwa Merapi
sebagai Rumah Bersama—Sa’ Omah. Sumber
air yang dikelola oleh Tuk Bebeng senyatanya
didayagunakan untuk kemanfaatan kolektif
masyarakat di sekitaran lingkar Merapi.
Terlebih, paguyuban ini juga dapat menjadi
tameng dari kepentingan privat dan tindakan
komodifikasi berlebih

sumber mata air Tuk Bebeng.

serta eksploitasi
Pengelolaan air dari Paguyuban “Tuk
Bebeng” tidak dapat dilepaskan dari adanya
otoritas kharismatik yang menjadi kunci dalam
solidaritas mekanis dan rasionalitas kerja-
sama di antara keempat desa. Kepemimpinan
kharismatik dalam dalam relasi kuasa lokal
menjadi simbol pengikat paseduluran dalam
warga masyarakat paguyuban “Tuk Bebeng’.
Kerjasama pengelolaan air dalam Paguyuban
ini direkatkan adanya kepentingan bersama
dan kerelaan mengabdi untuk sesama.
Paguyuban “Tuk Bebeng” bukan menjadi
ajang kontestasi praktik kuasa elit lokal.
Keterlibatan para aktor dalam relasional
paguyuban ini tidak mendapatkan insentif
apapun dan hanya mengedepankan prinsip
keikhlasan untuk menolong sesama. Prinsip
paguyuban ini diibaratkan layaknya air, yaitu
murni mengaliri kemana saja, memberi
tanpa melihat apapun, dan siapapun dapat
memeroleh benefitnya.
Kelindansolidaritassosialdanrasionalitas
moral sebagai suplemen pengikat relasional
“Tuk  Bebeng”
kesadaran kolektif dan perekat paseduluran

Paguyuban berdasarkan
berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa
yang masih terpatri di interaksi masyarakat
lereng Merapi, yaitu se-omah, guyub,
dan se-rahim. Moralitas menjadi dasar
sikap untuk rasional dalam pengutamaan

kepentingan kemaslahatan sosial terutama

dalam pengelolaan air oleh paguyuban
“Tuk Bebeng”
air pada Tuk Bebeng di Merapi berprinsip

Mekanisme pengelolaan

partisipatif atas deliberatif kepentingan
bersama dari keempat desa (Glagaharjo,
Balerante, Panggang, dan Sidorejo) menjadi
corak hidup masyarakat yang lekat dengan
paseduluran Merapi. Tidak hanya itu,

perekarat  paseduluran yang  diyakini
paguyuban “Tuk Bebeng” dapat menjadi jalan
tengah kompromistis dalam meredam silang
pertautan kepentingan dalam pengelolaan
air. Kembali pada prinsip “dalam kesatuan
langit dan Rahim mbah Merapi yang sama’,
yaitu air dari sumber Tuk Bebeng sebagai
perekat paseduluran. Kelindan solidaritas
mekanik dan rasionalitas moral sebagai
kekuatan kolektif yang termanifestasi dalam
paguyuban “Tuk Bebeng” sejatinya sebagai
penjaga alami harmoni alam dan masyarakat

dalam kontingensi bencana.
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